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Pemotongan DanOK Dikeluhkan Puskesmas

TOLITOLI-DanaBantuan Operasi
Kesehatan (BOK) di Kabupaten Tolmoh
tahun 2011 yang diberikan kepada setiap
Puskesmas di Kabupaten Tolitoli, ferjadi
pemotongan sekitar 10 persen. Pemotongar
BOK yang dilakukan Dinas Kesehatan
(Dinkes) dikeluhkan pihak Puskesmas.
Bahkan masalah ini telah dilapor ke Dewan
Kesehatan Rakyat (DKR) dan Tolitoli
Coruption Watch (TCW). Pihak puskesmas
merasa keberatan dengan pemotongan
tersebut.

Terkait pemotongan BOK sebesar 10
persen, DKR dan Coruption Watch (TCW)
Tolitoli, sepakat mendesak kejaksaan dan
kepolisian segera melakukan penyelidikan.

“Ada masukan seperti ini, kami hanya
bisa melakukan investigasi pengumpulan
data. Dan kenyataannya memang ada
beberapakepala Puskesmas yang mengakui
bahwa dana BOK yang diterima tidak utuh
karenatelah dipotong oleh oknum di Dinkes
Tolitoli. Karena kami tidak punya
kewenangan menindaklanjuti, kami
mendesak kepolisian atau kejaksaan untuk
menyelidikinya,” kata Ketua DKR Tolitoli,
Hamdi, ditemui kemarin (30/11).

Selain itu menurut Hamdi, dengan
adanya pemotongan seperti yang dilaporkan
oleh pegawai Puskesmas, telah mencederai
tujuan mulia dari pemerintah pusat
khususnya Kementerian Kesehatan RI,
yang mengharapkan anggaran tersebut
dapat terserap sesuai peruntukannya demi
tercapainya pelayanan kesehatan yang
promotif dan preventif.

Begitu juga dengan pernyataan Ketua
TCW Marjan Hidayat SSos. Kepada Ra-
dar Sulteng Rabu (30/11) kemarin, pria
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Marjan Hidayat

yang akrab disapa Bobby ini mengatakan,

kedua lembaga yudikatif yang memiliki
kewenangan mengusut  dugaan
pemotongan dana yang diperuntukan bagi
Puskesmas untuk menunjang pelayanan
kesehatan sesuai Standar Pelayanan Mini-
mal (SPM), segera melakukan
penyelidikan. Apalagi menurutnya,
berdasarkan laporan yang diterimanya
pemotongan tersebut telah tet]adn sejak
tahun 2010 lalu.

“Kasus seperti ini sudah terjadi dua tahun
berturut-turut. Jika terus dibiarkan, maka
'masalah seperti ini akan terus berulang setiap
tahunnya. Untuk itu, biar masalahnya jelas,
dan tidak menimbulkan opini negatif, saya
kira menjadi tugas polisi maupun jaksa
segera melakukan pengusutan. Apalagi

" Hamdi

masalah ini juga menjadi keluhan sejumlah
Puskesmas,” tegas Bobby.

Berdasarkan keterangan yang berhasil
dihimpun media ini, serta laporan yang
masuk kepada DKR maupun TCW, untuk
tahun 2011 ini khusus untuk Kabupaten
Tolitoli, mendapat kucuran dana BOK
sebesar Rpl,4 miliar yang diperuntukan
bagi, 14 Puskesmas. Namun untuk setiap
Puskesmas, oleh oknum di Dinkes telah
dilakukan pemotongan sebesar 10 persen.

“Seharusnya kami menerima lebih dari
Rp20 juta untuk pencairan tahap kedua ini.
Tapi karena adanya pemotongan 10 persen,
tidak bisa ditambah lagi. Padahal dana
tersebut kami harapkan bisa mendanai
semua’ kegiatan sesuai petunjuk teknis
BOK, ungkap pegawai Puskesmas yang
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minta namanya tidak disebutkan karena
alasan takut dimutasi.

Begitu pula pengakuan salah satu
pegawai dilingkungan Dinkes Tolitoli. Ia
mengungkapkan dana BOK yang telah
tersalurkan tahun ini, telah dipotong sebesar
Rp140 juta oleh pengelola dengan alasan
yang tidak jelas. “Untuk masing-masing
Puskemas dianggarkan bervariatif. Tapi
yang pastinya dari total anggaran sebesar
Rp1,4miliar, oleh pengelola telah dipotong
sebesar 10 persen atau 140 juta rupiah
dengan alasan yang tidak dijelaskan,”
ungkap pegawai Dinkes Tolitoli.

Dikonfiimasi menganai masalah tersebut,
Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat
(Bimkesmas) Dinkes Tolitoli, Nony Gobel,
mengatakan, hal tersebut bukan pemotongan
namun merupakan pembiayaan untuk
kegiatan sosialiasi dan evaluasi termasuk
anggaran transportasi.
“Tidak betul jika dikatakan pemotongan
dana BOK. Dana itu digunakan untuk biaya
transportasi, sosialisasidanevaluasi,” jelasnya.

Tajugamenjelaskan sampai dengan bulan

November tahun ini dana BOK yang
tercairkan baru sekitar 35 persen dari total
anggaran, sementara sisanya 65 persen
masih dalam proses pencairan di KPPN.
Sesuai petunjuk teknis, dana tersebut
seharusnya dipergunakan untuk usaha
preventif dan promotif seperti
meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
Seperti kunjungan petugas kesehatan
kerumah-rumah warga, melakukan
pelatihan di Posyandu, penyuluhan
kesehatan di sekolah, loka karya minimal
sebulan sekali di Puskesmas dan 3 bulan
sekali dilintas sektor seperti kecamatan
termasuk pemantauan jentik nyamuk. (yus)
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